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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

Menimbang

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap;

bahwa ketentuan pendaftaran tanah sistematis lengkap
yang diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, masih terdapat beberapa
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga
memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan
menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah
maupun ketentuan pertanahan lainnya agar
terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di

seluruh wilayah Republik Indonesia;
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Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
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Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33
Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya
disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua
objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan
pendaftarannya.

Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan
suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat

Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal
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dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/
BUMN/BUMD/Desa.

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang
menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain
yang membebaninya.

Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-
titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai,
jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan
bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan
pembukuan tanah.

Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu
bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan
suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan
untuk pengumuman data fisik.

Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan
gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi
sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah
baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut
jurusan dan koordinat baik dalam bentuk elektronik atau
non elektronik.

Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik
suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran.

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat data yuridis dan data fisik suatu objek

pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya
disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur,
persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panitia Ajudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang
dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Satuan Tugas yang selanjutnya disebut satgas adalah
unit organisasi yang membantu pelaksanaan kegiatan
Panitia Ajudikasi PTSL.

Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten
Surveyor Kadaster.

Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang
selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster
Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan
maupun firma.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi
vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Menteri.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri

melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi
desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi
kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua
bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan
pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum
Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas
sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka
serta  akuntabel, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan
ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah

sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

penyelenggaraan PTSL;
pelaksanaan kegiatan PTSL;
penyelesaian kegiatan PTSL; dan

pembiayaan.
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(2)

(3)

(4)

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4
PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia.
Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik
bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya
maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam
rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya
maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam
pelaksanaan kegiatan PTSL.
Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

perencanaan;

a.
b. penetapan lokasi;

o

persiapan;

p

pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL

dan satuan tugas;

e. penyuluhan;

f.  pengumpulan data fisik dan pengumpulan data
yuridis;

g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta
pengesahannya;

i.  penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian
hak;

j-  pembukuan hak;

k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;

l.  pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;

dan

m. pelaporan.
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(5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses

serta pembiayaan kegiatan PTSL.

BAB IV
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau

gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau
kegiatan lain, yaitu:

a. Program Sertipikasi Lintas Sektor;

b. Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat;

c. program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi
tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan
transmigrasi; atau

d. program atau kegiatan sertipikasi massal lainnya, atau
gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan PTSL, maka secara bertahap:

a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi
penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada
beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan

b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi
penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada
beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan
mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN

dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain
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dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya manusia yang ada di
lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada
Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk
keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 7

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan

PTSL di wilayah kerjanya.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan

atau secara bertahap dalam satu hamparan.

Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah
dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, Corporate
Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL
lainnya;

b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada
kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat
Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program
pendaftaran tanah massal lainnya, atau
berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan

c. mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-
masing Kantor Pertanahan.

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan,
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diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek
PTSL letaknya berdekatan.

Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.

Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan
dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang sudah
ditetapkan.

Perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dibuat dalam bentuk keputusan Kepala Kantor
Pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL.

Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan
lokasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan

tentang perubahan dimaksud.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 9

Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan

kegiatan PTSL dengan menyiapkan:

a.
b.

(1)

sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;
sumber daya manusia;

kebutuhan transportasi,

koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan

alokasi anggaran.

Pasal 10
Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor
Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang

berbentuk peta garis atau peta foto.
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Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala
Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang
digunakan sebagai peta kerja.

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah
terdaftar haknya.

Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum
dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi
sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah
tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil

pengukuran bidang tanah secara sistematis.

Bagian Keempat
Pembentukan dan Penetapan

Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas

Pasal 11

Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan
Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan
dalam bentuk keputusan.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL
dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan
pejabat yang mengangkatnya.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia
Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara
Pengangkatan Sumpah, tercantum dalam Lampiran III
dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12
Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai
Kantor Pertanahan;
b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang
dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang

memahami urusan infrastruktur pertanahan;
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c. Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota,
yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang
memahami urusan hubungan hukum pertanahan;

d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor
Pertanahan;

e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong
Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan

f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai
kebutuhan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

manusia, setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk

untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah
kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap

desa/kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 13
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi.
Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster
Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau
KJSKB yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik
Panitia Ajudikasi PTSL.
Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat
Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan,
organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA),
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur
masyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua
bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.
Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil
Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai

Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
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Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia
Ajudikasi PTSL.

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat
menugaskan Aparatur Sipil Negara dari Kantor Wilayah
BPN atau Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik, Satgas
Yuridis atau Satgas Administrasi untuk membantu
pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan lain
dalam satu wilayah provinsi.

Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau

meliputi beberapa desa/kelurahan.

Pasal 14
Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan

PTSL;

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data
yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah
yang Dbersangkutan serta memberikan tanda
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau
kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap  kelengkapan
persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data
yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan
tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-
bidang tanah yang sudah dikumpulkan;

f.  memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-
pihak yang bersangkutan mengenai data yang
disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan
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hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;
menyampaikan laporan secara periodik dan
menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor
Pertanahan; dan
melakukan supervisi pelaksanaan dan |hasil

pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, meliputi:

a.

memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh
pelaksanaan program kegiatan ajudikasi;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan
Kantor Pertanahan dan instansi terkait;

memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan
termasuk penyuluhan;

mengesahkan berita acara pengumuman data fisik
dan data yuridis;

menegaskan konversi hak atas tanah;
menandatangani penetapan pengakuan/penegasan
hak;

menandatangani usulan keputusan pemberian hak
atas tanah Negara;

atas nama Kepala Kantor Pertanahan
menandatangani buku tanah dan sertipikat; dan
menandatangani  dokumen = penyerahan  hasil
kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor

Pertanahan.

Tugas Wakil Ketua bidang fisik yaitu membantu Ketua

Panitia Ajudikasi PTSL dalam:

a.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan
data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah
terkait dengan data fisik;

membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam
pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
membuat kesimpulan hasil pengukuran dan
pemetaan;

memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;

meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
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memeriksa peta dan surat ukur;

menginventarisir permasalahan khususnya

mengenai data fisik bidang-bidang tanah;

membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;

mengontrol pengukuran batas tanah;

bersama Wakil Ketua bidang yuridis menyiapkan

pelaksanaan pengumuman;

menyiapkan peta pendaftaran; dan

atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan:

1) menandatangani peta bidang tanah dan surat
ukur; atau

2) menandatangani peta bidang tanah yang
dibuat oleh Surveyor Kadaster Berlisensi

untuk penggunaannya.

Tugas Wakil Ketua bidang yuridis adalah membantu
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam:

mengoordinasikan pelaksanaan tugas
pengumpulan data yuridis dan penatausahaan
pendaftaran tanah terkait dengan data yuridis;
membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam
pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;
supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai
kepemilikan atau penguasaan tanah;

bersama Wakil Ketua bidang fisik menyiapkan
pelaksanaan pengumuman;

membuat kesimpulan hasil pengumpulan data
yuridis;

membantu menyelesaikan sanggahan mengenai
data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat
laporan setelah pengumuman;

menyiapkan buku tanah terkait dengan data
yuridis;

menginventarisir permasalahan umum hak atas
tanah;

membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;

supervisi nama pemegang hak pada buku tanah;
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memeriksa buku tanah, sertipikat dan daftar
nama,;

menyiapkan konsep penetapan konversi dan
pengakuan/penegasan hak atas tanah;
menyiapkan daftar tanah Negara serta usulan
pemberian hak atas tanah Negara; dan
menyiapkan konsep keputusan pemberian hak

atas tanah.

Tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL, meliputi:

a.

melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan
dokumen, penerimaan surat-surat umum dan
pemberian tanda terimanya dan = pekerjaan

administratif lainnya;

. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor

Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap
perlu;

menyiapkan daftar hadir;

d. membuat laporan hasil rapat;

7

. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala

setiap bulan;

membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan
secara berkala setiap bulan;

menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

(1) Tugas Satgas Fisik, meliputi:

a.

pengukuran batas bidang tanah secara kadastral
yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas
penunjukan pemilik tanah atau kuasanya,;
melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta
Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanabh;
menjalankan prosedur dan memasukkan data dan
informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang
tanah pada aplikasi KKP;

menandatangani Gambar Ukur dan dokumen

terkait;
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e. dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan
pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka
Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta
bidang tanah untuk pembuatannya; dan

f.  menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua
Panitia Ajudikasi PTSL.

Tugas Satgas Yuridis, meliputi:

a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti
kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat
bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli
dan memberikan tanda terima;

c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah
diajudikasi;

d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara
berkala;

e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan
penyelesaiannya;

g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan
pemeriksaan sertipikat; dan

h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

Tugas Satgas Administrasi membantu pelaksanaan tugas

Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (5).

Bagian Kelima

Penyuluhan

Pasal 16
Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas
Yuridis.
Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit

mengenai:
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a. manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara
atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;

b. tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;

c. penetapan dan pemasangan tanda batas masing-
masing bidang tanah;

d. dokumen yuridis yang perlu disiapkan;

e. jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan
data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;

f.  hasil akhir kegiatan PTSL;

g. pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah
dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan
PTSL;

h. akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan
tanggung jawab dimaksud pada huruf c dan d di
atas tidak dipenuhi;

i.  hak untuk mengajukan keberatan atas hasil
ajudikasi yang diumumkan selama jangka waktu
pengumuman; dan

j.- biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung
oleh peserta kegiatan PTSL.

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun

belum memiliki sertipikat.

Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat

dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait,

Penegak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat.

Bagian Keenam

Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis

Paragraf 1

Umum
Pasal 17

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan

pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak

www.peraturan.go.id



2018, No.501

(2)

(3)

-20-

dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian,
blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri
yang ada dalam aplikasi KKP.

Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian
data yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam
aplikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini,
maka daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan

kegiatan PTSL maka:

a.

(1)

kegiatan pengumpulan data fisik oleh Satgas Fisik dan
pengumpulan data yuridis oleh Satgas Yuridis, dilakukan
oleh 1 (satu) tim untuk setiap desa/kelurahan lokasi
objek PTSL;

kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-
bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan
partisipasi masyarakat;

kegiatan pengumpulan data yuridis harus
dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan,
agar data yuridis peserta kegiatan PTSL dapat
dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang
telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing

desa/kelurahan.

Paragraf 2
Pengumpulan Data Fisik

Pasal 19

Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan

pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
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Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan
teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode
terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau
metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.

Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas
Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang
masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas
tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu
Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi
yang berwenang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor
Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum
Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan
informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta
pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Yuridis

Pasal 20
Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat
bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah,
baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau

pernyataan yang bersangkutan.
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Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul
Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta
pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan
tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi
dan identifikasi peserta PTSL.

Hasil pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa Daftar Rekapitulasi Data
Inventarisasi dan Identifikasi PTSL serta Risalah
Penelitian Data Yuridis.

Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta
PTSL, Rekapitulasi Data Inventarisasi dan Identifikasi
PTSL dan Risalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Pasal 22
Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia ajudikasi PTSL
melakukan  penelitian data yuridis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.
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Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak
lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat
dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan
tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik
bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai,
menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah
secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau
memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibuktikan  dengan  pernyataan  pemohon/peserta

Ajudikasi PTSL yang menyatakan:

a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah
yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
dan

b. tidak termasuk atau bukan merupakan:

1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah; atau

2) Kawasan Hutan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dengan ketentuan:

a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi
dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan
vertikal maupun horizontal, yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai
pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut;
dan

b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik
secara perdata maupun pidana, dan apabila di

kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran
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dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung

jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 23

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus bermeterai dan

dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedelapan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta

Pengesahannya

Pasal 24
Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di
dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-
bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-
bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis
dan Data Fisik Bidang Tanah.
Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian
pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah
dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan
menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari
kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor
Kepala Desa/Kelurahan.
Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data
Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman.
Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan
oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk
Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (DI
202).
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Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data
yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih
terdapat kekuranglengkapan data atau masih terdapat
keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan
data yuridis tetap disahkan dengan memberikan catatan
pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data
Yuridis mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau
keberatan yang belum diselesaikan.

Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan
ke Pengadilan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat
dalam Daftar Keberatan/Sanggahan terhadap
Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data
Yuridis (DI 309).

Penanganan keberatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELESAIAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25
Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster,
meliputi:
a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan

Sertipikat Hak atas Tanah;
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Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan
Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat
perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;

Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan
diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek
dan/atau  objek haknya  belum  memenuhi
persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini; dan

Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan
subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat
Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan
maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai
dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan
data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam

Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kluster 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem
pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah

administrasi desa/kelurahan secara lengkap.

Bagian Kedua

Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak

Pasal 26

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya

memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah

(Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data

Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti

dengan:

a.

menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama
pemegang hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang
alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti

tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi
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maupun pernyataan yang bersangkutan, dan memberi
catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai
berikut:

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang
disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik
dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini
ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan
pemegang hak .................l tanpa/dengan catatan
ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di
pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan) ¥

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL

*) Coret yang tidak perlu.

menetapkan pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik,
untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya
tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan
penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara
terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan
memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis
sebagai berikut: “Berdasarkan data fisik dan data
yuridis yang  disahkan dengan  Berita  Acara
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal
..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan
pemegang hak ..................... tanpa/dengan catatan ada
keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di
pengadilan dengan/tanpa sita jaminan)”

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL

*) Coret yang tidak perlu.

mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang
tanah yang merupakan tanah Negara dengan
mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor
Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan
Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik)
(DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data
Yuridis, DI 201B dan DI 201C.
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Pasal 27

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan

Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif

dan memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar

Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai

(Sistematik) (DI 310) sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang ... jo. Pasal ... Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang ...

dan memperhatikan DI 310 Nomor ... tanggal ..., dengan

ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota ..., memutuskan:

a. memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai dengan jangka waktu ........ tahun 7
kepada sdr .....c.cceiiiiiiann. dkk atas bidang-
bidang tanah yang mempunyai NIB sebagaimana
yang tercantum pada DI 310 nomor ...... tanggal
............................ nomor urut ............ s/d ............

b. Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 7
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak
hak tersebut didaftar pada buku tanah.

c. Masing-masing penerima hak diwajibkan membayar
BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

*) Coret yang tidak perlu

Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara
dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak
oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana DI 310
yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian

hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea
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Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak
Penghasilan (PPh).

Bagian Ketiga
Pembukuan Hak

Pasal 28
Penegasan Konversi dan Pengakuan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, dan
Penetapan Keputusan Pemberian Hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dibukukan hak
milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf
dalam buku tanah yang bersangkutan.
Dalam pembukuan hak sebagaimana ayat (1) di atas,
pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak
tersebut termasuk pembatasan dalam pemindahan hak,
pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis
sempadan pantai, sungai dan lain-lain, juga dicatat
pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan
lindung.
Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua
Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
Bentuk, isi dan tata cara pengisian buku tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di
Pengadilan (Kluster 2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b, maka dilakukan:
a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama
pemegang haknya; dan
b. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak

sebagai pihak yang berhak.
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Dalam hal putusan pengadilan yang berkuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL
berakhir, maka Kepala Kantor Pertanahan yang
menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak atas
Tanah.

Penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan tanpa mengganti buku tanah yang telah
ditandatangani Panitia Ajudikasi PTSL.

Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertipikat namun terdapat sengketa (Kluster
2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
b merupakan tanah sengketa yang telah dilakukan
mediasi namun belum terdapat penyelesaian;

Tanah  sengketa yang telah dilakukan mediasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat
penyelesaian terhadap data fisik maupun data yuridis
dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya (Kluster
1).

Pasal 30

Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data

yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan

Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 3) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, hasil kegiatan

PTSL dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian

pendaftaran tanah lainnya.

Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak

dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kluster 3)

sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:

a. subjek merupakan Warga Negara Asing,
BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta,
subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia
mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia
membuat surat pernyataan terhutang BPHTB

dan/atau PPh;

www.peraturan.go.id



(3)

(4)

(1)

31 2018, No.501

b. objek PTSL merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah
Golongan III yang belum lunas sewa beli, Objek
Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente dan
tanah kelebihan maksimum;

c. objek PTSL merupakan tanah objek landreform,
transmigrasi dan konsolidasi tanah yang tidak dapat
diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini;

d. subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah, bagi objek PTSL
yang merupakan tanah bekas milik adat; dan/atau

e. dokumen objek yang membuktikan kepemilikan atas
tanah tidak lengkap.

Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibukukan Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak

atas Tanahnya kepada pihak yang berhak, setelah:

a. dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. dimohon oleh pihak yang berhak dengan
pembiayaan sendiri melalui mekanisme Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Penandatanganan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh

Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Pasal 31
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf
yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk
diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak

atas tanah.
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Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam
pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah
menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan
lainnya.

Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar
pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak
menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada
atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang
menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan
untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai
warkah.

Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil
pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua
Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala
Kantor Pertanahan.

Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang
hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan

kepada nadzir.

Pasal 32

Lokasi PTSL yang di dalamnya terdapat Tanah Objek

Landreform, Konsolidasi Tanah atau objek transmigrasi, maka

dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah dengan ketentuan:

a.

Tanah Objek Landreform yang berdasarkan rencana tata
ruang telah berubah menjadi tanah non pertanian;

objek Konsolidasi Tanah telah diproses sesuai dengan
tahapan menurut ketentuan yang berlaku akan tetapi
belum diberikan hak kepada peserta Konsolidasi Tanah;
objek transmigrasi telah diberikan Hak Pengelolaan akan
tetapi belum diberikan Hak Milik atas Tanah kepada
peserta transmigrasi atau lokasi objek yang sebelumnya
menjadi lokasi transmigrasi akan tetapi oleh Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
telah  dikualifikasi bukan lagi sebagai daerah

transmigrasi.
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Pasal 33
Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak
atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih
adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas
tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan
Sertipikat Hak atas Tanah.
Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu
membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus
membuat surat penyataan BPHTB terhutang.
Dalam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di
masa lampau dan pembeli sekarang tidak mempunyai
bukti pembayaran PPh dari pihak penjual di masa lalu,
maka yang bersangkutan harus membuat surat
keterangan PPh terhutang.
Materi muatan surat pernyataan BPHTB terhutang dan
surat keterangan PPh terhutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam Keputusan
Pemberian Hak atas Tanah dan selanjutnya dicatat
dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB
terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau
PPh terhutang oleh penjual tanah atau yang
bersangkutan.
Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti
kepemilikan yang asli; dan
b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB
Terhutang dan/atau Surat Keterangan PPh
terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang
bersangkutan.
Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar
BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara periodik dalam waktu 3
(tiga) bulan kepada Bupati/Walikota setempat untuk
BPHTB, kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk
PPh, yang memuat identitas peserta (NIK), letak tanah,
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luas tanah, tanggal dan nomor sertipikat serta Nilai Jual
Objek Pajak/surat keterangan pajak.

Daftar BPHTB dan PPh Terhutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada aplikasi KKP.
Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah dan
Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah
yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB
terhutang dan/atau PPh terhutang tersebut sudah
dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.

Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Keterangan
PPh terhutang dan format pengisian BPTHB/PPh
Terhutang dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran IX dan
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta
bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon
oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan
maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama
suami istri.

Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta atau
boedel waris yang belum terbagi, maka tetap diterbitkan

atas nama seluruh ahli waris.

Pasal 35

Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam
penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan
perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan
Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berita Acara Perbaikan Kesalahan  Administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keenam

Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Pasal 36

Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan,

pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data

PTSL, yang meliputi:

a. dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas
pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat
panitia, bukti pengumuman, Berita  Acara
Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat
keputusan pemberian hak;

b. dokumen data fisik: data pengukuran dan
perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta
bidang tanah, dan surat ukur;

C daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;

d. buku tanah;

e. sertipikat Hak atas Tanah;

f.  bukti-bukti administrasi keuangan; dan

g. data administrasi lainnya.

Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.

Pasal 37

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil
pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor
Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai
dengan data PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36.

Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah
hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua
Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.
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Pasal 38

Hasil kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37, disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan
dokumen PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil kegiatan PTSL disampaikan juga kepada Tim
Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis

data Kebijakan Satu Peta.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 39

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada
saat:
a. terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

PTSL; dan
b. PTSL selesai dilaksanakan.
Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam
pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi
PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan
tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum
Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
Pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain
dilaksanakan melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan
Pertanahan (SKMPP), dan secara berkala kepada Menteri
c.q. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan

Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
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Penanggung jawab pelaksanaan laporan, terdiri atas:

a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat
Kabupaten/Kota; dan

b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh

a. KepalaKantor Pertanahan, untuk Kantor
Pertanahan; dan

b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah
BPN.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi, Kabupaten/Kota;

c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan
hukum swasta;

d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya
(SMS) sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; atau

e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant),
pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk
lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara
Bukan Pajak.

Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama

dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta

dipertanggungjawabkan sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dialokasikan juga untuk:
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a. pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL,
yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi; dan

b. biaya mobilisasi/penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2).

Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

tidak atau belum disediakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penyelesaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang

sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi

pendaftaran tanah secara sistematis yang pada saat

Panitia Ajudikasi diambil sumpahnya belum selesai

pengurusannya, diatur sebagai berikut:

a. permohonan hak yang sudah diperiksa oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah, penyelesaiannya dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah
BPN dan/atau Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. permohonan pendaftaran hak yang berasal dari
konversi yang sudah  selesai diumumkan,
penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilayah BPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. permohonan yang tidak termasuk huruf a dan b
berkasnya disampaikan oleh Kepala Kantor
Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk
diselesaikan menurut Peraturan Menteri ini.

Proses permohonan hak dan pendaftaran asal konversi

hak-hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
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c, wajib diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
kepada Panitia Ajudikasi dan sesuai keperluannya

diserahkan warkah-warkahnya.

Pasal 42
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan
dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan,
mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan
prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 43

Hasil penyelesaian kegiatan PTSL berupa Kluster 3 dapat
ditindaklanjuti dengan proses penerbitan sertipikat hak
atas tanah atas nama subjek hak dengan ketentuan pada
lokasi tersebut ditetapkan kembali sebagai lokasi PTSL
dan data fisik maupun data yuridis tidak mengalami
perubahan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan sepanjang data fisik dan data
yuridisnya tidak terdapat perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan data fisik dan/atau data
yuridis maka dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masuk ke

dalam kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri ini
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Pasal 45

(1) Pengumuman data fisik dan data yuridis yang masih
dalam proses, mengacu pada ketentuan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam rangka
PTSL yang telah selesai dan belum disahkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah
dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

(1) Seluruh hasil kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan
sah dan berlaku.

(2) Kegiatan PTSL yang masih dalam proses, diselesaikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(3) Panitia Ajudikasi PTSL yang telah dibentuk sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diangkat

sumpah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
TENTANG PENUGASAN PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PTSL PADA KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...cviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,
NOMOR

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan
pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik
Indonesia, dipandang perlu untuk memperbantukan
Pegawai Negeri Sipil,

b. bahwa untuk tertib administrasi, perbantuan pegawai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi ...........

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
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5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan,;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 11/KEP-3.3/1/2013 tentang Pemberian
Kuasa dan/atau Pendelegasian Wewenang Menandatangani
Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan di Bidang
Kepegawaian serta Nota Persetujuan Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Regional Badan Kepegawaian Negara
kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG
KESATU : Memberikan penugasan bekerja terhitung mulai tanggal
................ kepada Saudara .............ceeee.. NIP L
pangkat ....coooiiiiiiiinn golongan ruang .............oceeeeeenns jabatan

....................... dan kawan-kawan sebanyak ...... (......)
pegawai, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2
(dua) ditugaskan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
.................. sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) ke
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .................. sebagaimana

tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

www.peraturan.go.id



2018, No.501 aq.

- 42 -

KEDUA : Selama ditugaskan hak-hak kepegawaian termasuk gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tetap dilaksanakan dan dibayarkan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi........... /Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota ...............

KETIGA : Masa penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
adalah selama melaksanakan Proyek Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran .........

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat perbantuan ini ditanggung
oleh DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....................
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di .......cccceeueeeenee.
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di
Jakarta;

2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
u.p. Kepala Bagian Umum Kepegawaian, di Jakarta;

3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang
bersangkutan;

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi yang

bersangkutan;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;

8. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT Taspen (Persero) yang
bersangkutan.

N
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LAMPIRAN IT

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA: cssssssssnssnssnsunsenionsens

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor .... Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor
Pertanahan perlu menetapkan Ilokasi kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
........................ tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 204 3);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi = Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 560 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3696);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
351,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5804);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016
tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ....... );

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...cccocvvvvninnnns TENTANG PENETAPAN
LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

KESATU :  Menetapkan 2
Desa/Kelurahan : 1. ..cooviviiiiiinninnn.

Kecamatan Fr  cnnune s s
Kota/Kabupaten: i s avsvmmsnanamesns

Sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tahun Anggaran .................
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KEDUA :  Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian
Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota .......cccccoevvinviininnn. Tahun Anggaran ...
atau kementerian/lembaga pemerintah .... /Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi/Kabupaten/Kota ............ Tahun Anggaran...

/ Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/BUMD
...................... / dana masyarakat melalui Sertipikat

Massal Swadaya (SMS) ..../hibah (gran§ ................. /
pinjaman (loan) ...... Badan Hukum Swasta ....... / Surat
Perjanjian Kerjasama ........c........... Tanggal .......cceeeenet
NOmor ...ovvvvinnnn. Tahun .......cooeeeeenns
KETIGA :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember .........
Ditetapkan di = ...ccoevviviiiiiiiiiiiiiiinnen,
57210 EENE 7= G To o - 1 S ————

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA  sswsesmsssssm s 5

Stempel/Cap Dinas

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(€5 5107c3 60115 ) O ————

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .........c.cc...co.....
Bupati/Walikota ......c.cccoeviniinnnnnen

Fupe b
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DAN SATUAN TUGAS

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA: :ccomoivsvsimssvsisss

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA/KELURAHAN: ....cococveniinnrinecnnene KEGAMATAN: seownememomemes
KABUPATEN/KOTA xvssvsevwmsmssmsevserievims LV 5 L6 ——————
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor
perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan
Tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
............................................ tentang Susunan Panitia
Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan
Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Desa/Kelurahan: ...,
Kecamatan: .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 560 1);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
351,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5804);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016
tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

A K
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Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Nomor: ... tanggal ...
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ROTA. v TENTANG SUSUNAN

PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN
TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA/KELURAHAN: ... KECAMATAN:  ............
KABUPATEN/KOTA ....ccooevvennnnen {97 1 1 R ————
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia
Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis

lengkap di Desa/Kelurahan: .............. Kecamatan:
.............. Kabupaten/Kota: ................... Tahun ................
KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL
secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung
jawab/akuntabel.

Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data
yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang
bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan
dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan
persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data
yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-
bidang tanah yang sudah dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-
pihak yang bersangkutan mengenai data yang
disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman  sebagaimana
dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan
hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran
hak;

h. menyampaikan laporan secara  periodik dan
menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor
Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan
Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh
Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis
(Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas
Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik,
Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3
dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.
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KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara
tertib, lancar, tepat  waktu, dan  bertanggung
jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang
dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan
pemilik tanah atau kuasanya,;

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta
Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;

c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan
informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang
tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen
dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang
tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar
pengumpulan data fisik dan data yuridis

KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara
tertib, lancar, tepat  waktu, dan  bertanggung
jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti
kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat
bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan
memberikan tanda terima;

c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah
diajudikasi;

d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara
berkala;

e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penye-
lesaiannya;
menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan
pemeriksaan sertipikat; dan

h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

KEENAM : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan
kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan
bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi
mempunyai tugas:

a. melaksanakan  tugas  pengetikan, penggandaan
dokumen, penerimaan surat-surat umum dan
pemberian tanda terimanya dan pekerjaan
administratif lainnya;

b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor

Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;

menyiapkan daftar hadir;

membuat laporan hasil rapat;

e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala

setiap bulan;

f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara

berkala setiap bulan;

menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

a0

S
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KETUJUH : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian
Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ......ccocovvvviivinninnnn. Tahun Anggaran
atau kementerian/lembaga pemerintah .... /Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi/Kabupaten/Kota ............ Tahun Anggaran

/ Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/BUM.[‘)'
...................... / dana masyarakat melalui Sertipikat

Massal Swadaya (SMS) ..../hibah (granf) ................. /
pinjaman (loan) ...... Badan Hukum Swasta ....... / Surat
Perjanjian Kerjasama .........c.c........ Tanggal .................
1116} 10 Lo} HmRE—— X2 U1 ) (R ——————
KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember ..........
Ditetapkandi, sossssssrmmsrmmmms
pada tanggal  ...oeieiiiiiiiieeeeaes

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...ccovvvrirmvivrmninsssenses 5

Stempel/Cap Dinas

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Gubernur ........coceeenennee.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Provinsi ........c..ccccueueeee.

Bupati/Walikota ........cccoevenvenieneen

L e o
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Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .......
Nomor

Tanggal

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA/KELURAHAN: ....ccoovviiiiinninnn, KECAMATAN: ..cooviviiiiiinnnnn,
KABUPATEN/KOTA ..ot TAHUN ..o
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Tim
1 2 3 4 5
1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil Ketua yang membidangi

infrastruktur agraria
merangkap anggota

3. Wakil Ketua yang membidangi
hubungan hukum agraria
merangkap anggota

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

(dapat ditambahkan sesuai
kebutuhan)

Higgu s

Ditetapkan di = .....ccevveneeveneinnene.
pada tanggal = ....oceeiiiiiiiiniennnen.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN fKOTA: ssusssmummammsssmsms

Stempel/Cap Dinas
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Lampiran-2
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .......

Nomor
Tanggal
SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: .....cooviiiiniininnns KECAMATAN: .cooiiiiiinenannnes
KABUPATEN/KOTA ..cooiiiiiiiiiini TAHUN s svavns i

No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satuan Tugas

1 2 3 4 )

1. Ketua (merangkap anggota)
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
S. Anggota

Ditetapkan di = .....coevevieininiennn.n.
pada tanggal  ......coiiiiiiinin

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ROTA: s

Stempel/Cap Dinas
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Nomor
Tanggal
SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: .....cooviiiiniininnns KECAMATAN: .ciiviiiiiinenannnes
KABUPATEN/KOTA ..ot TAHUN s svavns s ins s
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satuan Tugas
1 2 3 4 )
1. Ketua (merangkap anggota)
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
. Anggota

Ditetapkan di = ..ccoceeevvenenineennnne.

pada tanggal  ....coeeeiiiiiininnnnnn.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN fKOTA scoscsssvssvssssvssvssvsssnsss

Stempel/Cap Dinas
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Lampiran-4
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .......

Nomor
Tanggal
SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: .....coovviiiiinnnnnn. KECAMATAN: .coviiiieniennns
KABUPATEN/KOTA ..ot TAHUN s ssavns i
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satuan Tugas
1 2 3 4 )
1. Ketua (merangkap anggota)
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
S. Anggota

Ditetapkan di = .....coevevieininiennn.n.
pada tanggal  ......coiiiiiiinin

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ROTA: s

Stempel/Cap Dinas
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH

PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DAN SATUAN TUGAS

AGAMA ISLAM

Pada hari ini ........c....c..... 7= {0 | P — EARUITY avmmmsarsrsonss saya
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
................... Nomor ........ tanggal ............. diangkat sebagai Panitia

Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis
........................ sumpah berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi
atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;

2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan saya;

5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang, atau golongan;

6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;

7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk
kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,
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B. AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Pada hari ini ........cc...c..... tanggal, s 72 1010 § saya
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
................... Nomor ........ tanggal ............. diangkat sebagai Panitia

Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis
........................ sumpah berikut :

“SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi
atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;

2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan,;

4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan saya;

5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang, atau golongan;

6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;

7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk
kepentingan negara;

8. “Kiranya Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

www.peraturan.go.id
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AGAMA KRISTEN KATOLIK
Pada hari ini ........cc...c..... tanggal, s 72 10151 § U saya
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
................... Nomor ........ tanggal ............. diangkat sebagai Panitia

Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis
........................ sumpah berikut :

“SAYA BERJANJI”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi
atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;

2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan saya;

5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang, atau golongan;

6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;

7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk
kepentingan negara;

8. “Semoga Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

www.peraturan.go.id
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D. AGAMA HINDU
Pada hari ini ........cc...c..... tanggal, s 72 1010 § saya
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
................... Nomor ........ tanggal ............. diangkat sebagai Panitia

Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis
........................ sumpah berikut :

“OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi
atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;

2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan saya;

5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang, atau golongan;

6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;

7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk
kepentingan negara;

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

www.peraturan.go.id
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AGAMA BUDHA
Pada hari ini ........cc.ccc..... tanggal, wsosmsrsmmsss 52 10400 § U saya
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
................... Nomor ........ tanggal ............. diangkat sebagai Panitia

Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis
........................ sumpah berikut :

“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi
atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;

2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan
jabatan atau pekerjaan saya;

5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang, atau golongan;

6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;

7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk
kepentingan negara;

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

www.peraturan.go.id
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LAMFIRAN V

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN FERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

[Nomor Urut
Desa/Kecamatan

[i. IDENTITAS SUBYEK
1. Perorangan
a. Nama
b. Tempat/Tanggal Lahir
c. Nomor Identitas
d. Alamat
c. Pckerjaan
. Badan Hukum
a. Nama
b. Nomor Akta Pendinan
c. Alamat 3
d. Jenis Usaha** : Komersil (profit oriented YK cagamaan/Sosial

(=]

il IDENTIFIKASI OBYEK
1. Letak Tanah
a. Jalan
b. RT/RW
c. No Bidang/NIB
. Luas
3. Status Tanah Yang Dikuasai*

[:l Tanah Negara I:]Lain-lain"‘

(=]

[] Tanah Milik Adat
[] Tanah Wakaf

[] Tanah Hak (HM/HGBAHP)

4. Penggunaan/Pemanfaatan®
[] Rumah Tinggal [Jrempat ibadah

I:I Pertanian I:IPcmakaman

[] Toka/Ruko [JLain-tain®=*

I:I Kantor
[] Pabrik

5. Bukti Penguasaan *
I:I Girik/Petok/Pipil/Kctitir/Kartu Penunjukan/Kartu Kavling/Verponding Indonesia®*
l:] Surat Keterangan Garapan/Surat Keterangan Tanah/Surat Jual Beli di Bawah Tangan®*
D IPPEDA/IREDA/PBB**
D Akta Peralihan (Jual Bel/Hibah/Waris/Tukar Menukar/Pembagian Hak Bersama/lnbreng) **
[[] Ata Ikrar Wakat/Pengganti Akta Tkrar Wakaf**
D Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah
[] Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor ....
[] Lain-Lain ***

www.peraturan.go.id
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6. Status Sengketa
[] Tidak Ada Sengketa [ _|Ada Sengketa®+*
JULCATATAN TERLAMPIR®
a  [_] tdentitas Subyek** (K TP/SIM/Akta Pendirian Badan Hukum/Lain-lain)
Lain-lain (diisi 1 yang dilampirkan)
b D Bukti Penguasaan (diisi sesuai yang dilampirkan)
c E] Bukti Penggunaan®* (IMB/Lain-fam*** {diisi sesuai yang dilampirkan)
d [ ] Bukti Perolchan Hak®** (Akta Jual Bel/Akta Tukar Menukar/Akta Ikrar Waka@'Waris/Lain-lain)
Lain-lain (dusi i vang dilampirkan)
Mengetahui. Nama Desa/Kel, tanggal/bulan/tahun
Petugas Pengumpul Data Yundis
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Petugas Nama Peserta
NIP. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Keterangan:
> centang jika ada
» covret yang tidak diperlukan
e uraikan secara singkat

www.peraturan.go.id
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B. REKAPITULASI DATA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

REKAPITULASI DATA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKAST PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

IDENTITAS SUBJEK IDENTIFIKASI OBJEK LAMPIRAN BUKTI
No Tempat, T al N Stat Stat Bukii Sta
Nama | CPShUAMEEA Ayt | Pekerjaan [Letak Tanah| omer | s e e B Luas | Identitas | Penguasaan| Penggunaan | Perolehan
Lahir Bidung | Tanah | Pengeunaan | Penguasaan| Sengketa
i 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12 13 14 [ 16
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C. Risalah Penelitian Data Yuridis

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN

RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS
Desa/Kelurahan
NIB

I. | IDENTIFIKASI BIDANG TANAH YANG BERKEPENTINGAN
1. | BIDANG TANAH

LETAK TANAH
Jalan /blok *) : RT/RW :
2. | YANG BERKEPENTINGAN

Nama : Perorangan/Badan Hukum *)

KTP/NIK : Tgl. Lahir :

Pekerjaan

Tempat tinggal

Badan Hukum : Badan Hukum / Pemda Tk.L.II / Desa / Kelurahan / BUMN *)

Klcta Penidiviatd NGk i snsmmvmsvamnimmensrs i s COIVEE Ak i sivmsmimmmsmimmens i vomsminm
Bidaftardi.Pefigadilan Negetilo: « womwmmmmmme s mowseve TARAGEAL e walNObv moomimmmmms i
Perhatian : Bila yang berkepentingan terdiri dari satu (1) orang, sehingga ruang ini tidak muat,

dapat disertai lampiran. PERHATIAN LIHAT LAMPIRAN *)

I DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
A PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH

1 Bukti-Bukti Pemilikan/Penguasaan :

a. | Sertipikat :HM / HGU / HP / HPL *)
Atas nama rsrs o sEnmEEESEs o e IO s o wewwmsiees LATIEEAL

b. | Warisan

Nama Pewaris

Meninggal tahun

Surat wasiat :Ada **) Tidak ada Keterangan Waris ***):  (buatkan bila tidak ada)

c. | Hibah/Pemberian

Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan / akta PPAT / Lisan *) **)
Targgal s & voey N0 B PPETY sy e sosesiosess ¥
NETHE PPAT § soscovrsmss 55 S 5 oot & sinmomsmas

d. | Pembelian

Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan / Kwitansi / akta PPAT / Lisan *) **)
Targgal ¥ seswasmnsnan w wewees NOwAKERPPATY suwwaman i sovmssmmsmismnes
Naiia PPAT | sesmrpaays & s @ Danas © rasasns
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e Pelelangan : Risalah Lelang **) : Tahun ................... Tanggal v
Tempat dan Nama Kantor LELANIE | ... ... oo i i oo vt vt e e e e e et e e s e e tas aen e e s e e tan e e s
f. Putusan Pemberian Hak
Jabatan Pejabat yang Memutuskan :
Surat Keputusan **) NO .......cocovvvvvvs e v e v TANEGAL (i v v v e
Persyaratannya : Telah Dipenuhi : Belum dipenubhi :
g. | Pewakafan : Akta pengganti *) Tkrar Wakaf **) NO @ ....cooov v v v e
Tanggal :
Nadzir
h. | Lain-Lain sebutkan
2 Bukti Perpajakan Uraian
a. PaFok D/ Iietter C., Girik, ketikir : Kantor yang menerbitkan :
Pajak Hasil Bumi *) Tahun/tanggal :
b. Verponding/Verponding Indonesia *) **) Kantor yang menerbitkan :
Tahun/tanggal :
c. IPEDA / PBB / SPPT *) *+) Kantor yang menerbitkan :
Tahun/tanggal :
d. Lain-lain sebutkan : bukti dilampirkan | Kantor yang menerbitkan :
Tahun/tanggal :
**) Bukti Terlampir ***) Surat Pernyataan/keterangan Terlampir
3 Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :
a. Pada tahun ........dikuasai/dimiliki oleh :
b. Berikutnya pada tahun Oleh diperoleh dengan cara
perolehan
c. Penggunaan tanah : Sawah : Ladang :D Kebun : D Kolam Air : D Perumahan :D
Industri :D Perkebunan : |:| Dikelola Pengembang : D
Lapangan umum : |:| Pengembalaan Ternak : D Dibiarkan :|:|
4 Bangunan di Atas Tanah :
a. Jenisnya: Rumah Hunian : Gudang : Kantor : Bengkel : Toko :
Pagar : I:I Rumah Ibadah : I:IT—| D D D
b. Tidak ada bangunan : I:]
5 Status Tanahnya : Uraian
a. Tanah dengan Hak Adat Perorangan : Hak milik Adat : I:l Hak Gogol : D
Hak Sanggan : D Hak Yasan : D
Hak Anggaduh : |:| Hak Pekulen : D
Hak Norowito : D
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b. Tanah Negara :
Dikuasai Departemen :

HPL : Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota *) :D

Tanah Kas Desa :

Dikuasai Secara Perorangan : |:|
Lain-Lain sebutkan : |:|
c. Tanah bagi Kepentingan Umum : Tanah Kuburan : D Tanah Pangonan : D

Tanah Pasar : H Tanah Lapang : D

d. Lain-lain sebutkan :

6 Beban-Beban Atas Tanah :

7 Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (Kalau ada uraikan) :

8 Perkara Atas Tanah :

a. | Sedang dalam Perkara (kalau ada uraikan) :

b. | Tidak ada Perkara :

B. | YANG MENGUMPULKAN DATA

. | KESIMPULAN SATGAS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka dengan ini disimpulkan

bahwa

1. | Pemiliknya/yang menguasai tanah adalah :

2. | Status tanahnya adalah :

a. Tanah Hak : Milik : [ ] HGU': [ HGB:] HakPakai:[]

b. Bekas tanah adat perorangan : HMA : |:| Gogol Tetap : D Pekulen : D Andarbeni : D

- Tanah negara : Dikuasai langsung oleh negara : |:| BUMN : |:|
Instansi Pemerintah Pemda Tk.I, II :|:| Badan Otorita : D Desa/Kelurahan : |:|

d. Lain-lain sebutkan :

untuk ditegaskan /diakui/diberikan Hak Milik/HGB/HP

Kepada yang menempati, yaitu Dapat/tidak dapat *) diusulkan

3. | Pembebanan atas tanah : Sedang diagunkan : |:| Tidak diagunkan : |:|

4. | Alat bukti yang diajukan : Lengkap : D Tidak Lengkap :I:l Tidak ada : I:l

Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bidang tanah dengan :

NIB

Dibuat di

tanggal

Oleh

Satgas Yuridis ;1 (e e e e e e e
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IV. | SANGGAHAN/KEBERATAN

1. | Uraian singkat sengketa/sanggahan :

a. Terdapat sengketa / sanggahan *) mengenai batas/pemilikan tanah antara yang berkepentingan
dengan (Nama) ..........cceo i v iin i ie v e Gugatan ke Pengadilan telah diajukan / tidak
diajukan *)

b. Selama pengumuman ada / tidak ada *) yang menyanggah

c. Nama Penyanggah :

Alamat :

d. Alasan Penyanggah :
Beaert Guvat BURHTVEA wevn o snsnommnesnss 3 S 5 oo 3 o s |

(e dan d diisi bila ada yang menyanggah)

2. | Penyelesaian perkara/sanggahan :

V. | KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL / KEPALA KANTOR PERTANAHAN

1. Nama Pemilik/yang berkepentingan :

2. Status Tanah :

3. Pertimbangan dalam hal status : a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang
disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan
data yuridis tanggal Nomor hak atas tanah
ini ditegaskan / diakui konversinya menjadi Hak
Milik dengan pemegang haknya tanpa catatan / dengan
catatan ada keberatan (tidak ke Pengadilan / sedang
diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan *)

b. Diproses melalui pengakuan / pemberian hak

HM/HGB/HP
c. Tanah dalam proses perkara (K2) No.
Perkara......... tanggal.............coens

d. Tanah belum dapat dibukukan dan diterbitkan
sertipikat sehingga dibuat dalam daftar tanah
(K3)

4. Pajak terhutang:
a. BPHTB sesuai dengan surat pernyataan ... tanggal ...
b. PPh sesuai dengan surat pernyataan ... tanggal ...
Nama Kabupaten, tanggal bulan tahun **)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN/
KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL WAKIL KETUA BIDANG FISIK WAKIL KETUA BIDANG YURIDIS

KABUPATEN/KOTA
NAMA NAMA NAMA
NIP. NIP. NIP.

Catatan : coret seluruh kata-kata no.3 bila tidak diperlukan

*) : coret yang tidak sesuai
**) : Oleh Ketua Paniatia Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
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VI. | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN/KETUA PANITIA AJUDIKASI

Mengingat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor ... Tahun ... tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di ..............

serta memperhatlkan kesimpulan Panitia Ajudikasi PTSL yang tercantum dalam RISALAH
PENELITIAN DATA YURIDIS, maka :

1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan
data fisik dan data yuridis tanggal Nomor Hak atas tanah ini
ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik / diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang
hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ada keberatan/sedang diproses di
Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan *)

2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahacn

data fisik dan data yuridis tanggal ............ viveei.. No.
bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA
Kepada yang menempati/menguasai, nama ......... v e Dapat/tidak dapat
diberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakal *)
3. Berdasarkan Berita Acara Panitia Ajudikasi jo. Pasal ... Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal ...
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
Tahun ... tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Keputusan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...
bidang tanah yang diuraikan pada Risalah ini ada dalam PERKARA, sehubungan dengan
itu proses sertipikatnya ditunda sampai diterbitkan keputusan lembaga Peradilan yang
telah mempunyai kekuatan tetap.

4. Biaya Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
a. Lunas %
b. Terhutang sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor....... tanggal....... 9.

5. Pajak Penghasilan (PPh) :
a. Lunas *)
b. Terhutang sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor..... tanggal........ ).

Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi
keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal itu
akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di pada tanggal

**)  KEPALA KANTOR PERTANAHAN/
KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
KABUPATEN/KOTA

NAMA
NIP.

Catatan :
- Berikan tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih

- Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIK

Agama

Usia

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa
saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten /Kota

Penggunaan

Tanah

Luas

Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara

Timur

Selatan

Barat

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ......... yang
sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan
tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu
hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak
berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat ...
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Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh
tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di
kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini
maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan
bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan
melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang
telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:
1. Nama ; 2. Nama

NIK : NIK

Agama : Agama

Usia ; Usia

Pekerjaan : Pekerjaan

Alamat : Alamat

Dibuat di
pada tanggal
SAKSI-SAKSI, YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
R )
Nama jelas Meterai Rp. 6.000
R )
Nama jelas (sesssvssssmmmommrmmeis s Y )
Nama jelas
o
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT
DAFTAR DATA YURIDIS DAN DATA FISIK BIDANG TANAH

KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR DATA YURIDIS DAN DATA FISIK BIDANG TANAH

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Akan dibukukan Tanah Hak
No Bidang Tanah Letak Tanah pada Daftar Hak Status NIB Lama Keterangan
Urut Neimig, | Ao Jenisdan | Status/
NIB Luas (M2) No. Hak No. Hak
1 2 3 4 5 6 i 8 9
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ;

NIK

Agama

Usia

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan
sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah
Tanggal: sy NOMOTL: ssesvmpmmsminmsrsmms

Terletak di:

Jalan/RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Penggunaan

Tanah

Luas

Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara

Timur

Selatan

Barat

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi
tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya
yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

Nama jelas
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

NIK

Agama

Usia

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang
tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal: ............ccooccoviinnnnn.
J\[35's (o) o

Terletak di:

Jalan/RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten /Kota

Penggunaan

Tanah

Luas

Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara

Timur

Selatan

Barat

Bahwa tanah tersebut saya peroleh melalui jual beli pada tanggal ... bulan .... Tahun ...,
dengan:
Nama
NIK

Usia
Pekerjaan
Alamat

Maka Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya

sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggungjawab Sdr./Sdri. ...

sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya dan Sdr./Sdri.
.o n . yang wajib dilunasi oleh saya dan yang bersangkutan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

Nama jelas
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT PENGISIAN BPTHB/PPH TERHUTANG

Pencatatan Pada Buku Tanah:

Pencatatan BPHTB Terhutang dicatat dalam Buku Tanah pada kolom yang
telah disediakan (Kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan
pencatatan lainnya) dengan kalimat sebagai berikut:

“Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sesual
dengan Surat Pernyataan tanggal ........... atas NAmMA.....coeeevevveeneeeenenennnn.
yang dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani
Buku Tanah pada waktu pencatatan dan cap Dinas/Stempel Kantor
Pertanahan yang bersangkutan.

“Terhutang Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan surat keterangan
penjual/yang bersangkutan tanggal ................ Atas nama .vosssss svwsses
yang dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani
Buku Tanah pada waktu pencatatan dan cap Dinas/Stempel Kantor
Pertanahan yang bersangkutan.”

Pencatatan Pada Sertipikat:

Pencatatan PPh Terhutang dicatat dalam Sertipikat pada kolom yang telah
disediakan (Kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan
pencatatan lainnya), dengan kalimat sebagai berikut:

“Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai
dengan Surat Pernyataan tanggal  ........... atas nama

“Terhutang Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan surat keterangan
penjual/yang bersangkutan tanggal ...l Atas nama
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI

KOP SURAT PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN/KOTA ......

BERITA ACARA
PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI
Nomor : ...............

Pada hari ini ............... Tanggal ............... Bulan ......... Tahun ............
telah datang .... (vccooue.. ) orang subjek hak bidang tanah dengan Sertipikat Hak
........ Nomor .....memberikan keterangan kepada saya sebagai Kepala Kantor
Pertanahan/Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Kabupaten/Kota......... bahwa ada kesalahan pada penulisan Sertipikat

dimaksud.

Adapun subjek/Objek hak bidang tanah tersebut adalah:
NAma, ¢ sesssmnyss , dengan Nomor Induk Kependudukan : ...............
terdapat kesalahan dalam Penulisan ............... yang seharusnya...............
sedangkan yang ditulis dalam Sertipikat adalah..........c.ccovviiiiiiiiiiiiiiiinin.

Berdasarkan data tersebut kami bermohon untuk dilakukan perbaikan
pada Sertipikat sesuai dengan data di atas.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor Pertanahan /
Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap
Kabupaten/Kota

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL
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